
lvt"rri*bang

Mengingat

-f'

BUPATI BARITO TIMUR
PROVIilSI I{ALIMANTAN TENGA}I

PERATURAIT DATRAII I{ABUPATEN BARITO TIMUR
ITOMOR 2 TAIIUN 2O2L

TENTAITG

PERTAIYGGUNCIIAWABAN PELI\KSANAAN
AilGGARAN PENDAPATAN DAIT BELAIIJA DAERATI

TATIUN AilGGARAN 2O2O

DTITGAN RAIIMAT TT'I{AIT YAIITG MAIIA ESA

BUPATI BARITIO TIIIIUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32O ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua
atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintah
Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
rnembentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republiklndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
PenyelenggErraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perrrbahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor L97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO9);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOZ
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a 180);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolalan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaOAh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentangPerimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat
DanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor aa38l;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

9- undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintah
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2At4 tentang
Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);

11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 4A, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4so2l sebagaimana terah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2al2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL2 Nomor
LZ L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53aO);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5751; Peraturan pemerintah Nomor 56
Tahun 2oo5 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1gg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45761 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor L 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6lal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor zl rahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor l2g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun 2ar4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ZOl4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 2o2a tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2ol4 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor L42, Tarr'bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor lz rahun zafi tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraanpemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2oLZ
Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 6OaLl;

17- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2orr tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6A5TI;

18. Peratrrran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2ora tentang
standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 2, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2at8 Nomor 248, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62791;
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2o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2a 9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2olg Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 20lg
tentang Penerapan standar Akuntansi pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 1/2Sl;

22- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o rahun 2015
tentang Pedoman Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20ls Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12o rahun 2ol8 tentang perubahan Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 rahun 2o1s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor lSZl;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Lg rahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor SaTl;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor z7 Tahun za2o
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ozo Nomor
1781);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11 Tahun
2ol9tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2o2o (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2}lg Nomor 56);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2a2oftntang Perubahan Anggaran pendapatan dan Beranja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2O2O
Nomor 6O);

27. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor rg rahun 2olg
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2O2A
(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2org Nomor
l9)sebagaim€rna telah beberapa kati diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 25 Tahun
2o2otentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati
Barito Timur Nomor 19 Tahun 2019, tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun Anggaran 2o2a (Berita Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun ZO2O Nomo 45);

28. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2o2o
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran
2a2o yang terakhir dirubah (Berita Daerah Kabupaten
Barito Timur Tahun 2O2O Nomo26);



Dengan Persetqiuan Bersama

DEUIAIT PTRWAKILAN RAI(YAT DAERAII
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAII DAERAII TEITTANG PERTAITGGUITGT'AUIABAN

PELIIKSAITAAN ANGGARAN PE1TDAPATAN DAN BELANJA
DAERAI{ TA}IUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal I
(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Lp SAL);
d. Laporan Operasional (LO);

,^ e. Laporan Pembahan Ekuitas (LpE);' , f. Laporan Arus Kas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporarr Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilampiri dengan
Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf a
Tahun Anggaran 2O2O sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp 825.044.211.S94,3O
b. Belanja Rp 62t.96B.gtO.SgT ,Za
c. Transfer Rp 161.558.421.509,00

Surplus/ {Defisit) Rp g I .522 .4Tg .4TT ,SZ
d. Pembiayaan :

'l - Penerimaan Rp T2.008.639.gg7,6g
- Pengeluran Rp 1O.OOO.OOO.000,00

e. sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (sil,pA) Rp 1s9.581.119.36s,2s

Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp17 .A73.796.741,g1dengan

rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 857.9TO.4L4.g42,gg
2. Realisiasi Rp gTS.O44.2tl.S84,gO

Selisih Lebih/(Kurang) Rp tT.OTg.Tg6.T4t,gt
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanjadan Transfer sejumlah

Rp 1 34.903.23 1 .2O7,7 B dengan rincian sebagai berikut:



1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah Rp 91g.424.963.80g,51
Perubahan

2. Realisiasi Rp Z}S.S2L.Z\2.LO6,TS
Selisih tebih/(Kurang) Rp tg4.gog.2gt.2ol,Tg

c. selisih anggarEln dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp151 .g77.a27.g4g,og
dengan rincian sebagai berikut:

i 1. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp (60.454.5 4g.465,52)
2. Realisiasi Rp gt.S22.47g .4TT ,ST

Selisih Lebih/ (Kurang) Rp LSL .gZT .A2T .g4g,Og
d' selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp 1.554. 09 L.422,16 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Rp To.4s4.S4g.46s,s2

Perubahan

4-) 2. Realisiasi Rp T2.00g.639.gg7,6g
Selisih Lebih/(Kurang) Rp 1.SS4.09 t.422,16

e' Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rpo,og dengan
rincian ssle gai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp 1o.00o.ooo.ooo,0o
Perubahan

2. Realisiasi Rp 1o.ooo.ooo.oo,oo
Selisih Lebih/(Kurang) Rp O,OO

f' Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp1.S54. 091.422,16
dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 60.454.5 4g.465,52tl 2. Realisiasi Rp 62.aog.6g9.882,68

Selisih Lebih/(Kurang) Rp 1.5S4.O91 .422,16
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2o2a
sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 1.3g6.390.A5g.A42,45
b. Jumlah Kewajiban Rp 9.16g. 124.g14,g6
c. Jumlah Ekuitas Rp l.3TZ .221 .91g. L6T ,SZ

Pasal 5
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1)
huruf c Per 31 Desember 2O2O sebagai berikut:
a- Saldo Anggaran Lebih (SAL) O1 Januari 2O2O Rp TO.4S4.S4g.+6s,6g
b. Penggunaan sAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp 70.454.54g.465,6g

Tahun Berjalan

c. Sub Total Rp O,OO
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d. Selisih Lebih/(Kurang) pembiayaan Anggaran

tsrLPA / SrKPA)

e. Sub Total

f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran

Sebelumnya

g. Lain-Lain

h. Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2OL9

153.531.1 19.365,25

153.531.119.365,25

0,oo

o,oo

153.531.1 19.365,25

L ayat (1) huruf d Per 31

6t.o44.L32.O37 ,74

646.417 .218.652,OA

35.466.481.000,00

24.365.354.953,10

150.000.000,00

760.399.054.605, 10

L24.940.906.883,00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal

Desember 2O2O sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO

b. Pendapatan Dana Transfer - Dana Perimbangan -
LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -
LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah/ Provinsi

Lainnya - LO

Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer (b+c+d+e)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -
LO

Rp

h. TOTAL PENDAPATAN _ LO

i. Beban Operasi - LO

A. Beban Transfer - LO

k. TOTAL BEBAN- Lo (i+j)

1. Surplus/(Defisit) dari Operasi

m. Kegiatan Non Operasional - LO

n. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

o. Pos Luar Biasa - LO

p. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa

q. Surplus/(Defisit) - LO

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

,^
t

d.

e.

f.

ctb.

Rp 892.384.O93.525,84

Rp 665.515.O74.O72,O2

Rp 137.542.362.L59,AO

Rp 8O3.O57.436.231,O2

Rp 89.326.657 .294,82

Rp 1.583.906.680,00

Rp (1.583.906.680,00)

Rp 7.476.766.480,70

Rp (7.476.766.48A,701

Rp 80.265.984.134,12

Pasal 7
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 3l
Desember 2O2O sebagai berikut:
a. Saldo Awal Ekuitas Per O1 Januari 2O2O Rp 1.40T.254.22A.996,69
b. surplus/(Defisit) - Lo Rp so.26s.g94.ts4,L2
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Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:

- Koreksi Nilai Persediaan Rp o,00

o,00' Selisih Revaluasi Aset Rp

Tetap

Koreksi Ekuitas Lainnya

Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2O2O

a. Saldo AwaI Kas Per O 1 Januari 2A2O

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

-). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan Rp

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Rp

Anggaran

t. Kenaikan / (Penurunan) Kas

g. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2O2O

h. Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2O2Oadatah:

- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah
- Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum

Daerah

- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP

- Saldo Akhir Kas di BendaharaBOS

d.

e.

Rp (11O.278.299.9O3,24)

Rp 1.377.221.913. 167,57

Rp 70.492.670.379,68

Rp 163.607.O3O.963,31

Rp (8O.53O.46A.A63,74l1

0,oo

9.319.554,O2

Rp 83.O85.889.453,59

Rp 153.578.559.833,27

Rp 152.813.852.018,69

Rp 80.742.984,40

Rp 41-5.675.065,96

Rp 415.675.065,96

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud datam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2a2o sebagai berikut:

Pasat 9
catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
gTahun Anggaran 202omemuat informasi baik secara kuantitatif
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 1O

Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebagimana
tercantum daram Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri:
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah

daerah dan organisasi;

Pasal 1 ayat (1) huruf
maupun kualitatif atas

LT



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 3O Agustus 2021

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Agustus 2021
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2O2L NOMOR 65

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,
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BUPATI
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